PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH
UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK MONORAIL JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya

populasi penduduk di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
(DKI) Jakarta yang sangat pesat, telah menimbulkan

permasalahan khususnya di bidang transportasi;

. bahwa permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta

tersebut, telah mengganggu kelancaran aktivitas penduduk
di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya, sehingga
mempengaruhi citra Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota

Negara Republik Indonesia;

c. bahwa untuk mengatasi permasalahan transportasi di

Provinsi DKI Jakarta dimaksud, dipandang perlu

membangun suatu sarana angkutan massal yang mampu



Mengingat

=

e. bahwa ...

2.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberian Jaminan

Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3479);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



1)

Pasal 1

Terhadap pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota (DKI) Jakarta melalui kerjasama dengan Badan

Usaha, Pemerintah dapat memberikan jaminan.

(2) Jaminan ...

(2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari shortfall
atas batas penumpang minimum sebanyak 160.000 (seratus
enam puluh ribu) penumpang per hari atau 50% (lima
puluh perseratus) dari nilai maksimum sebesar USD
22,500,000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu dolar

Amerika) per tahun selama 5 (lima) tahun.

Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah memperoleh
kepastian kesanggupan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
untuk menjamin 50% (lima puluh perseratus) sisa nilai

penjaminan yang tidak dijamin oleh Pemerintah, dan
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Pelaksanaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, dilakukan melalui mekanisme Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4 ...
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Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

A



Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum

Lambock V. Nahattands



